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BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 4 TAHUN  2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI   KLATEN 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun Anggaran 2019; 
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Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
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Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

192); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 

2018 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 

Nomor 26); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 

Nomor 14); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

dan 

BUPATI KLATEN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal  1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berupa laporan keuangan yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 
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d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas;  

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal   2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a  

Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp.  2.689.353.252.985,44 

b. Belanja Rp.  1.917.895.032.426,68 

c. Transfer Rp.      764.461.701.387,00 

             Surplus         Rp. 6.996.519.171,76 

d. Pembiayaan   : 

- Penerimaan Rp.      395.412.481.938,52 

- Pengeluaran Rp.        19.500.000.000,00 

     Pembiayaan Netto                        Rp. 375.912.481.938,52 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)        Rp. 382.909.001.110,28 

 

Pasal   3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  

Rp. 26.687.571.900,56 dengan rincian sebagai berikut:  

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp.2.716.040.824.886,00 

2. Realisasi                                                    Rp.2.689.353.252.985,44 

 Selisih (lebih) Rp.    26.687.571.900,56 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                             

Rp. (395.612.027.97,84) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja setelah perubahan         Rp.2.313.507.060.398,52 

2. Realisasi                                                    Rp.1.917.895.032.426,68 

 Selisih (kurang) Rp.  395.612.027.971,84 
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c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah                          

Rp. (13.966.747.413,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran transfer setelah perubahan         Rp.778.428.448.800,00 

2. Realisasi                                                     Rp.764.461.701.387,00 

 Selisih (kurang)    Rp.  13.966.747.413,00 

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                    

Rp. 382.909.001.110,28 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran surplus/defisit 

setelah perubahan    Rp.(375.894.684.312,52) 

2. Realisasi Rp.     6.996.512.171,76 

 Selisih (lebih) Rp.  382.909.001.110,28 

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  

Rp. 17.797.626,00 dengan   rincian sebagai berikut : 

1.  Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan Rp.  395.395.684.312,52 

2.  Realisasi Rp.  395.412.481.938,52 

 Selisih (lebih) Rp.           17.797.626,00           

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  

Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Anggaran pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan Rp.    19.500.000.000,00 

2.  Realisasi Rp.    19.500.000.000,00 

 Selisih  Rp.                        00,00    

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah                    

Rp. 17.797.626,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pembiayaan Netto   

     setelah perubahan Rp.  375.894.684.312,52 

2. Realisasi Rp.  375.912.481.938,52 

 Selisih  (lebih) Rp.           17.797.626,00 

 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal                      Rp. 395.395.684.312,52 
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b. Sisa Lebih/Kurang 

Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)       Rp. 382.909.001.110,28 

c. Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya      Rp.         17.797.626,00           

d. Saldo Anggaran Lebih                               Rp. 382.909.001.110,28 

 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan LO                                         Rp. 2.341.759.927.200,11 

b. Beban                                                       Rp. 2.167.114.860.419,77 

Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa  Rp.    174.645.066.780,34 

c. Kegiatan Non Operasional                         Rp       18.632.404.894,00 

d. Pos  Luar Biasa                                         Rp.                            0,00   

Surplus/Defisit LO                                    Rp.   156.012.661.886,34 

 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 

sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal                                            Rp.3.987.139.195.202,67 

b. Surplus/defisit LO     Rp.   156.012.661.886,34 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar 

- Koreksi Nilai Persediaan                     Rp.         3.187.500,00 

- Selisih Revaluasi Aset Tetap               Rp.         0,00 

- Koreksi Ekuitas Lainnya                    Rp.         (112.453.437,01) 

d. Ekuitas Akhir                                          Rp.4.143.042.591.152,00 

 

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 

Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset Rp.4.157.398.988.909,00 

b. Jumlah Kewajiban Rp.     14.356.397.757,00 

c. Jumlah Ekuitas Rp.4.143.042.591.152,00 
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Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp.   396.457.868.794,30 

b. Arus kas dari aktivitas operasi  Rp.   314.937.647.987,76 

c. Arus kas dari investasi investasi  Rp.  (327.441.128.816,00)  

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan  Rp.              0,00 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris        Rp.         (927.401.520,78) 

f. Kas di Bendahara Penerimaan  Rp.                          00,00 

g.  Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019Rp.   383.026.986.445,28 

 

Pasal 9 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 

g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam Lampiran Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran  I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2019; 

Lampiran  I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran  I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan;   

Lampiran  I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan 

Lampiran  I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
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Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

b. Lampiran II  :  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III  :  Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV  :  Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V  :  Neraca; 

f. Lampiran VI  :  Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII :  Catatan Atas Laporan Keuangan; dan 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX     : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; 

j. Lampiran X   : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan    

  Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI     : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII  : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan  

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII   : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV   : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV    : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI   : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII  : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX  : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX  : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 

u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. 

 

Pasal 11 

Penjabaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 




